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PUTUSAN
Nomor 2777/Pdt.GI2023/PA.BL
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan
perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 36

akEHA, tempat tinggg

agama Islam, pekerjaan

XXXXXXXXXXXX,

bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Oktober 2023

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor
2777/Pdt.G/2023/PA.BL, mengajukan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2008, Penggugat dengan Tergugat
telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA

Ponggok Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, sebagaimana ternyata pada
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Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tanggal 17 Agustus 2008
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat kumpul
bersama di rumah orang tua Penggugat di Xxxxxxxxxxxx Kabupaten Blitar,
dalam keadaan sudah baik (ba'daddukhul), dan dikaruniai 2 orang anak:
XXXXXXXXXXX , tanggal lahir 14 Februari 2009, diasuh oleh Penggugat;
XXXXXXXXXXX , tanggal lahir 10 Januari 2010, diasuh oleh

orangtua Tergugat;
3. Bahwa semula rumah tanggassiegggugat dengan Tergugat dalam

keberadaan Tergugat kepa L na namun tidak ada yang
mengetahuinya;

5. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi menunggu kedatangan
Tergugat dan mengambil keputusan untuk memutuskan ikatan perkawinan
Penggugat dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan
Agama Blitar untuk menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap
Penggugat;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara

ini;
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Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak

Ketua Pengadilan Agama Blitar cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima,
memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang
amarnya sebagai berikut:

Primer
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXxxx) terhadap

Penggugat (XXXXXXXXXXXX);

3. Membebankan biaya

ientuan perundangan yang

XA

berlaku;
Subsider %
- Atau mohén .
Bahwa pad ini Penggugat
hadir di persidangaf, panggilan Nomor
2777/Pdt.G/202 06 November

2023 telah dipa
hadir dan tidak @

tidak pernah
Al sebagai wakil

suatu alasan

Penggugat, yang isi dan maksudnys #rtahankan oleh Penggugat;
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan

alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXxxXxxxxx atas nama

Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 15

Oktober 2015, yang telah dicocokan dengan aslinya dan telah dinezegeind

(P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxxXxxxxxxxxx atas hama Penggugat

dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Ponggok
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Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, tanggal 17 Agustus 2008, yang telah

dicocokan dengan aslinya dan telah dinezegeind (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXxxxxxxxxx tanggal 27 September
2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Desa Kawedusan,
Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, yang telah dicocokkan dengan
aslinya dan telah dinezegalnd (P.3);
Bahwa selain bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua)
orang saksi yang bernama;

L. XXXXXXXXXXX , umur 4

hidup rukun

H XXX

Tergugat rukun

tidak harmonis,

antld

Tergugat jarang memb K =" gugat dan Tergugat seing
marah-marah tanpa alasan dan bila marah Tergugat selalu mengucapkan
kata cerai pada Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah
tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan sejak Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat;

- Bahwa saksi tahu Tergugat pergi tidak pernah memberi kabar, tidak
pernah pulang dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat,

serta tidak diketahui tempat tinggalnya;
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- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah berusaha untuk mencari Tergugat

namun tidak berhasil menemukan keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai paman telah berusaha untuk memberikan nasihat
kepada Penggugat agar supaya menunggu kedatangan Tergugat, akan
tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat
dengan Tergugat;

2. XXXXXXXXXXX , umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta,

bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxx Kabupaten Blitar;

sebagai berikut:
- Bahwa saksi kengt
kakak Penggu ‘
- Bahwa Pe
menikah pag@
- Bahwa sql

bertempat

kata cerai pada Penggugaty
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah
tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan sejak Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat;

-Bahwa saksi tahu Tergugat pergi tidak pernah memberi kabar, tidak
pernah pulang dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat,
serta tidak diketahui tempat tinggalnya;

- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah berusaha untuk mencari Tergugat
namun tidak berhasil menemukan keberadaan Tergugat;
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- Bahwa saksi sebagai kakak telah berusaha untuk memberikan nasihat
kepada Penggugat agar supaya menunggu kedatangan Tergugat, akan
tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat
dengan Tergugat;
Bahwa untuk selanjutnya, Penggugat sudah tidak lagi mengajukan
sesuatu apapun dan mohon putusan;
Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal

sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan

(a) Undang-
1 huruf (b)

findang Nomor

)L

ah Momor 9 Tahun 19¥5jo. Pasal 49 Und

Undang Nomor

Peraturan Pemel
7 Tahun 1989 teng
undang Nomor 3 &
Nomor 50 Tahun ‘
dan mengadili serta

ag
7 'suai Pasal 73 Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 tn ang adilan Agama sebagaimana diubah
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Blitar
berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa
Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal
standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49

Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
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Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak
berperkara dengan memberikan nasihat kepada Penggugat secara maksimal
agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak
berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

& 9 tahun 1975
@rnah hadir dan

kuasanya dan

| sah menurut

A Ga Y b sgd g ol Cppalusal

Artinya: Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW. telah bersabda: “barangsiapa
yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan,
sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang
yang dhalim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian

dalil yang pada pokoknya bahwa sejak Februari 2023 rumah tangga Penggugat
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dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar
disebabkan:
a. Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat seing marah-
marah tanpa alasan dan bila marah Tergugat selalu mengucapkan kata cerai pada
Penggugat;
b. dan puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah hingga
sekarang = 6 bulan lamanya dan Tergugat sekarang tidak diketahui
alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia, atas dagagssi

q

mRepggugat mohon untuk dijatuhkan

2006 dan perubghg

maka Majelis jgugat  untuk

membuktikan da

berupa fotokopi tefak

hakim menilai alat bQKyi s
1888 Kitab Undahg- '

Nomor 10 tahun 2020 Srita

2021 tentang penyesuaian bea a C ngkungan Peradilan Agama dan
Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;
Menimbang bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta
otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak
dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan
mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR,
sedangkan alat bukti (P.3) bukan merupakan akta otentik, karenanya Majelis
Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil

gugatan Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;
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Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang
saksi, bukan orang yang dilarang menjadi saksi dan yang telah memberikan
keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang seorang demi seorang
sebagaimana terurai di atas, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi
berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok
perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena
itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh kg

pembuktian;
Menimba
dikuatkan dengd

terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami
istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa Surat Keterangan
yang dapat dijadikan bukti awal bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan
Penggugat selama kurang lebih 6 bulan hingga saat ini belum kembali
sedangkan keberadaanya tidak diketahui dengan pasti dan selama itu Tergugat
tidak pernah memberi kabar;
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Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan

dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum
sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah
pada tanggal 17 Agustus 2008 dan dikaruniai 2 orang anak:;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak Februari 2023 sudah
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat

jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat seing marah-

Iz

(,_eaud.o,gg\ i3 & ,J\M\;;ﬂdt;’u caxls a3

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih

dan sayang,
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maupun dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya rumah
tangga yang tentram (sakinah), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih
sayang (mawaddah, warohmah) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;
Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah pisah tempat tinggal
selama kurang lebih 6 bulan tanpa ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah
memberi nafkah kepada Penggugat bahkan saat ini Tergugat tidak diketahui

sehingga perka nyengsarakan

kedua belah pif§d ih masalahat

diceraikan; .
Menimbarig iambil sebuah

tuntunan dari Imam Malik

menegaskan:

™,
.o"?‘ﬁn--_ ul\'é.

Ny AN
ddop=ai

yang menyusahkan mak ‘ _ nyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan
dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada
isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat
kepada suaminya, karena perbuatan demikian dilarang syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan
mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab Fighu

as Sunnah, Juz I, halaman 249;
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Artinya: “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap
dirinya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka
dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim
dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun
tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in”;
Menimbang, bahwa berdags# coiemarziai. e gan-pertimbangan tersebut di

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan

patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Xxxxxxxxxxxx) terhadap
Penggugat (XXXXXXXXXXXX);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya

perkara ini sebesar Rp. 650.000 ,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
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Demikian, putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blitar
berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 06 Februari
2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami
Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H.. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Abu Syakur,
M.H. dan Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H.., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka
untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan
dibantu oleh Nur Azizah, S.H.. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri
oleh Penggugat tanpa hadirnya Ig 7= 1 m—

Perincian Biaya: Untuk Salinan

1. Pendaftaran Rp 30.000,00 Penaadilan Agama Blitar
2. Biaya proses Rp  100.000,00 9 9
3. Panggilan Rp  480.000,00 a.n Panitera
4. PNBP Rp 20.000,00 .
5  Redaksi Rp 10.000.00 Panitera Muda Gugatan
6. Materai Rp 10.000,00

Jumlah ..., Rp  650.000,00

(enam ratus lima puluh ribu rupiah) . .
Yusri Agustiawan, S.H., M.H.
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